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ABSTRAK

Masalah upah merupakan masalah yang paling sering dipermasalahkan
antara pekerja/buruh<"dengan pengusaha, yang.dapat mengakibatkan tidak
harmonisnya hubungan kerja. Bagi pihak pekerja/buruh memandang upah sebagai
sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, sementara
dipihak pengusaha memandang upah sebagai salah satu beban yang harus dipikul
karena merupakan bagian dari biaya produksi.

Permasalahannya bagaiman perlindungan .hukum terhadap upah tenaga
kerja perjanjian waktu, tertentu di- PT. BPLP di Desa Suhada, Kecamatan Enok,
Kabupaten Indragiri Hilir? Apa faktor pendukung dan faktor penghambat
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah tenaga pekerja waktu tertentu di
PT. BPLP di Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiti Hilir?

Metode penelitian adalah observational research yaitu dengan cara survey
atau meninjau- lansung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat
pengumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner. Sedangkan sifatnya adalah
bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran
secara rinci, jelas dan sistematis tenteng permasalahan pokok penelitian

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap
PT. BPLP belum berjalan dengan baik .dan maksimal. Adanya kendala yang
dihadapi yang menyebabkan perusahaan sulit untuk menjalankan PKWT dengan
sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi permasalahan ini, disarankan untuk
memperketat pengawasan terhadap perusahan-perusahaan dan bagi pekerja/buruh
agar lebih berusaha memahamt hak-hak dan.kewajiban yang seharusnya mereka
terima berdasarkan aturan undang-undang yang terlah mengaturnya.

Kata Kunci: Perlindunga Hukum, Upah Dan PKWT
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ABSTRACT

Wages are the most problematic topic between between workers/laborers
and entrepreneur, which can cause a disharmony in working relationships. The
workers/laborers perceive wages is as an income to meet the necessities of life,
while on the other hand'the entrepreneurs perceive wages is as one of the burdens

/ surveying or
tools, namely
search, that is,
scription of the

observing

interviews
research is
main resea

otection of PT.
e it difficult for
problem, it is
ghte d fc ers/labourers to
make more erstand the rig 3 , at they should
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

iptakan kemakmuran

tergantung- f ] pgunan itu harus
dilaksa

IndoneSia merupakan salh satu negara berke ang memiliki
pendud N esar | | be ; masalah
ketenagakerjz Bes : an angkatan kerja

semakin 00 ah p i kerj enganggur akan

Pertama dapat menggambarkan kebutuhan masyarakat yang besar, seperti
kebutuhan pangan, sandang, perumahan, energi dan kesempatan Kkerja.

Kemudian yang kedua mencerminkan potensi yang dapat dikerahkan untuk
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mengelola sumber daya alam yang tersedia untuk menghasilkan sesuatu atau
memberikan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

Dua hal ini seharusnya dapat berjalan beriringan agar dapat menciptakan

nyataannya, tingginya

nh‘\“ .Da baru dalam

pada dunia

besar, karena

Tenaga 3 naka ‘+ . ang be dala #‘ kerja. Menurut

Pasal , ) Jang ang hun 2003 tentang

Akan tetapi dalam kenyataannya, ada Sebagian Tenaga Kerja seperti
Buruh yang merasa belum dapat sejahtera karena upahnya tidak mencukupi
kebutuhannya. Upah diterapkan sebagai sarana atau instrument kebijakan
yang cocok untuk memperbaiki hubungan kerja. Selain itu upah memegang

peranan yang penting dalam bekerjaannya seseorang kepada orang lain.

! Payaman Simanjuntak, Pengantar Sumber Daya Manusia, Universitas Indonesia, Jakarta,
1986,him.22
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Kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah
dewasa ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya

satu keseragaman upah, selain itu juga masih terjadi perbedaan-perbedaan

vinsi Riau pada

tahun 2019 ' | lir dapat dilihat

p.2.997.971,69

Rp. 2.984.696,00

Akibat adanya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Tenaga
Kerja seperti buruh, dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap pekerja
untuk memenuhi hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi.
Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksud untuk menjamin hak dasar

pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar

? Adryan Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta,2009 him. 142



apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan
pengusaha. Tujuan perlindungan upah yang ditetapkan oleh pemerintah adalah
untuk menjamin sumber -penghasilan_tetap yang menjamin kelangsungan
hidup pekerja atau buruh dan keluarganya®.

Pada dasarnya pemberian-upah merupakan salah satu aspek penting dalam
perlindungan kerja, dan besar kecilnya upah tersebut tidak boleh dibawah
standar upah minimum. Namun perlindungan tersebut sebagian besar hanya
berlaku bagi pekerja dengan status tetap atau yang terikat dengan perjanjian
kerja waktu tidak tertentu umumnya disebut PKWTT. Sedangkan bagi pekerja
dengan perjanjian pekerja waktu tertentu disebut PKWT peraturannya diatur
dalam Keputusan Menteri. Pemberian upah didasarkan pada perjanjian kerja
atau kesepakatan kerja antara kedua belah pihak, yaitu antara pengusaha dan
pekerja yang didasarkan pada ketentuan sistem pengupahan disetiap daerah.
Dalam prakteknya isi perjanjian itu seringkali ditentukan oleh salah satu pihak
saja, yaitu pengusaha tanpa melibatkan pekerja.

Dalam penelitian ini._penulis “akan..membahas mengenai upah pekerja
waktu tertentu pada PT. BPLP di Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis akan
membahas permasalahan yang terjadi di dalam perjanjian kerja/kontrak kerja
yang dibuat secara tertulis yang dilakukan oleh penyedia jasa yaitu PT. BPLP
(pihak 1) dengan pekerja (pihak 2) yang dimana untuk mengetahui apakah

terdapat pelanggaran hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No0.36

* Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor,2011, him.95
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Tahun 2021 Tentang Pengupahan seperti: Upah dibawah UMK, yang tidak
sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan  pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan

erja PKWT di PT.
Hilir?
dungan hukum

. BPLP di desa

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja PKWT
di PT. BPLP Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri
Hilir.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum
oleh PT. BPLP sebagai perusahaan dalam memberikan perlindungan

upah terhadap pekerja/buruhnya.



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

Dengan dilakukannya penelitian ini tentu memberikan pengetahuan baru dari
hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, sehingga penulis berharap

agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

perlindungan

hada, Kecamatan

Pemberian [ Kab Sukoharjo Dalam Rangka
Perlindungan Terhadap Buruh Oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah Surakarta”

Penelitian oleh Zulfa Ainun Rachmawati membahas tentang pelaksanaan
pengawasan pemberian upah minimum Kabupaten Sukoharjo oleh Satuan
Pengawasan Ketenagakerjaan di wilayah Surakarta, sedangkan penelitian

penulis membahas tentang pelaksaanaan UMK upah Tenaga Pekerja Waktu
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Tertentu di PT. BPLP di Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri

Hilir. Peniliti tedahulu dan penelitian penulis memiliki kesamaan dalam

membahas mengenai UMK seusai objek didaerah masing- masing.

AN

bahas tentang

kan cuti hamil

ALY

Penelitian Siti Masmuroh dan Devi Rahayu menggunakan metode
penelitian hukum empris. Sedangkan peneliti penulis menggunakan metode
penelitian obeservasi (observasional Research).

Ketiga, Skripsi Abdul Husen Tahun 2021 Fakultas Hukum Syariah,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul

“Pemenuhan Hak Penghasilan (Upah) Pekerja Rumahan Sektor Usaha Alas
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Kaki Dimuara Baru Jakarta Dki Jakarta (Studi Terhadap Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.

Penelitan oleh Abdul Husen membahas tentang bagaimana mekanisme

Tenaga Pekerja Waktu Tertentu di PT. BPLP di Desa Suhada, Kecamatan
Enok, Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian Eka Fitri Kamila dan penelitian penulis menggunakan metode
yang sama metode penelitian obeservasi (observasional Research) yaitu
mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai

alat pengumpulan data yang pokok.
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b. Tinjaun Perjanjian

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan

perjanj pihah ke ) \gatkan diri untuk

bekerja deng erima upah da an / pengusaha
mengiks < mempekerj : ayar upah.®

adalah suatu
mengikat diri

ah selama waktu

2. Penunaian kerja
3. Dalam waktu tertentu, dan

4. Adanya upah®

* Pasal 1 ayat 14 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan

> Salim HS, Pegantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta,2011,him 161

® Imam Sopeomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1983,hIm. 53

" pasal 91 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan

& F.X Djumialdi,dkk., Perjanjian Kerja dan Hubungan Perburuhan Pancasilla, Bumi Aksara,
Jakarta,1987,him 18-19
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Ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian kerja di atur dalam pasal

lima enam ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan, yaitu dengan membagi perjanjian ke dalam bentuk perjanjian

waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya disebut PKWT.
2. perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja
atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetapi

selanjutnya disebut PKWTT.

® LaluHusni,Op.cit.him60
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Dari apa yang tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perjanjian kerja

waktu tidak tertentu terjadi karena hal hal sebagai berikut:

a. PKWT tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan huruf Latin.

bersangkutan.
d. Haruan PKWT di adakan tidak melebihi masa Tenggang waktu 30
(tigapuluh) hari berakhirnya PKWT yang lama. PKWT diadakan lebih

dari satu kali dan lebih dari 2 (dua) tahun.'

' Fithriatus Shalihah, Pejanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT)Dalam hubungan Kerja Menurut
Hukum Ketenagakerjaan Indonesi Dalam Perspektif HAM. UIR law Review. Volume 01, Nomor
02, Oktober 2017, him. 149-160

11



c. Tinjaun Upah

Upah merupakan salah satu komponen penting dalam dunia

ketenagakerjaan karena bersentuhan langsung dengan kesejahteraan pekerja.

i"ﬁ\#
< e
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. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) meliputi :
a. Upah minimum;
b. Upah kerja lembur;

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

" Edytus Adisu, Hak Karyawan atas Gaji dan Pendoman Menghitung, Forum Sahabat, Jakarta,
2008, him 1

12
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d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar

pekerjaannya;

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

standart leh pemerintah yang b n.agar sesuai dengan

kebutuhan pe J g 3 A ap daerah berbeda

tentang upah minimum:
1. Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)

memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi

" Thamrin S, “Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum.UIR LAW
REVIEW. Volume 01,Nomor 01, April 2017, hal 39-38

13
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2. Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK)
memperhatikan  rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan

rekomendasi Bupati/Walikota

at (1) dan (2) yang

S LSS S v
. era g ovinsi yang

insi dan/atau

E.
lah pengertian yang
berbeda dala eli ~mau " : cara lebih lanjut,
maka pe s i penelitian sebagal
berikut:
1. Pelaks n, yaitu berawal
akan itu diturunkan
2. Perlindungan Huku ara, proses dan perbuatan

melindungi.**
3. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja.*®

" Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 2006

' Hans Kelsen, Dasar- Dasar Hukum Normatif, Nusamedia, Jakarta,2009,him.34

v https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It52b79e9452f0d/perubahan-komponen-
upah-yang-mengakibatkan-turunnya-gaji-pokok/

14
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4. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik
di dalam maupun di luar hubungan kerja menghasilkan jasa atau barang

tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 16

pengeet

1. Jeni

ALY’

2
aﬁ

wawancara langsung o - ak yang terlibat dalam penelitian

ini

b. Sifat Penelitian
Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yakni di mana data yang
dikumpulkan berupa gambar, kata-kata. Segala sesuatu yang terkumpul

berkemungkinan besar menjadi kunci dari apa yang penulis teliti, yang

'%Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek ( Jakarta : Minijaya Abadi, 1992)
' Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Yoyakarta,2010,him.54

15
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bertujuan agar dapat menggambarkan secara sistematis, akurat serta

factual hal yang berkaitan dengan fenomena yang penulis teliti.*®.

Resnponden merupakan Kketerangan fakta dan pendapat objek
pengamatan yang menjadi penelitian.?
Sebagai gambaran populasi dan renponden pada penelitian ini dapat

digambarkan pada table 1.2 dibawah ini:

'8 Moh NazirMetodologi Penellitian, Ghalia Indonesia Bogor, 2009
®H. Zainuddin Ali, MetodePenelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
204, Zainuddin Ali, MetodePenelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

16
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Tabel 1.2

Populasi dan Responden

No. | Kiriteria Populasi

Populasi

Responden

Keterangan

dan KUHPerdata.

Sensus

Sensus

2) Sumber yang lain yaitu berupa tulisan, laporan atau surat yang

disusun dalam daftar ataupun yang telah dibukukan, yang berkaitan

dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penilitian ini alat pengumpul data yang digunakan yaitu:

*!Nasution,Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar & Mengajar,Bumi Aksara,Jakarta 2008
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a. Kuesioner
Kuesioner adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara

peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada

sung kemudian

data dari hasil

Untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, maka
penulis mengambil kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan
dari ketentuan yang bersifat umum dalam hal ini ialah peraturan undang
undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan jawaban dari

responden yang bersifat khusus.

18
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Tinjaun Umum Tentang Upah

dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan

dilakukan.

?? Lidia Febrianti, dkk., Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Than 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal
llmiah Indonesia, Vol.6No.1Tahun2021

** Dalinama Telaumbanua, Hukum Ketenagakerjaan,Deepublish, Yoyagkarta,2019,HIm. 25

19



Hak atas upah tersebut diatur oleh hukum negara Indonesia. Di dalam
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 3, butkan bahwa pekerja
atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam-bentuk lain:

Hal ini semakin diperjelas dengan terbitnya keputusan Menteri Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi [(Kepmenakertrans) No. KEP/49/MEN/2004
[ada 8 April 2004 Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah Yang
Menegaskan bahwa: Upah adalah haka pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau
jasa yang telah atau akan-dilakukan (pasal 1 ayat 1).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa upah dibayarkan sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak agar tidak dibayarkan dibawah terlalu
rendah, maka pemerintah turut serta dalam menetapkan standar upah melalui
peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang biasa disebut sebagai upah
minimum atau upah minimum provinsi. Dalam hubungan kerja terdapat dua
pihak yaitu pekerja dan pengusaha. Hubungan kerja merupakan hubungan
yang timbul dari perjnajian kerja antara pengusaha dengan buruh/pekerja.

Menurut pasal 1 ayat 6 PP No0.35 Tahun 2021 tentang ketenagakerjaan,
Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang atau bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi

20
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pekerjaan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan,

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan

2003 tentang

gusaha atau

ah atau akan

SeaALNanAhy
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pekerjaan yang sama punyai uraian jabatan (job
description) yang sama.?
Penghasilan pekerja/buruh yang didapatkan dari pengusaha ada yang

berupa upah dan bukan upah. Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja

24 Lalu husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, him.

63

% Devi Rahayu, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan, scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019
,him.80
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R.l. No: SE-07MEN/1990, penghasilan tersebut terdiri dari upah dan non-
upah. Penghasilan upah komponennya terdiri dari:

1. Upah pokok, yaitu imbalan dasar yang dibayar kepada pekerja/buruh

Penghasilan yang bukan upah terdiri atas:

1. Fasilitas, yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata/nautra diberikan
perusahaan oleh karena hal-hal khusus atau untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh seperti fasilitas kendaraan, pemberian makan
secara Cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin

dan lain lain.
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2. Bonus, yaitu pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan

perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari

target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas,

g. Denda dan potongan upah;

h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upabh;
i.  Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j.  Upah untuk pembayaran pesangon; dan

K. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

23
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Karena upah sendiri merupakan aspek yang sangat penting bagi pekerja
atau karyawan ?°. Upah tidak dibayar apabila pekerja atau karyawan tidak

melakukan pekerjaan, dalam ketentuan ini dapat dijelaskan dalam Undang-

ang bersangkutan

rkan, atau salah

diperintah agamanya;
f. Karyawan bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi
perusahaan tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri
maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari perusahaan;

g. Karyawan melaksanakan hak istirahat;

*® http://repository.uin-suska.ac.id/7284/4/BAB%20I1l.pdf
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3.

h. Karyawan melakukan tugas pendidikan dari perusahaan.

Upah yang dibayar kepada karyawan yang sakit sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut:

(dua) hari;
e. Salah satu keluarga yang meninggal dunia, dibayar untuk selama 2

(dua) hari, dan;

25
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f. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk
selama 1 (satu) hari?’.

Buruh/pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dirinya sendiri

dari itu upah

memenuhi

kebutuhan hidup

ekonomi. Upah

yaitu:
1. Dari sudut nilainya, upah dapat dibedakan antara upah nominal dan upah
riil. Upah nominal adalah jumlah yang berupa uang,sedangkan upah rill
adalah banyak jumlah barang yang dapat dibeli sesuai dengan jumlah uang

tersebut. Bagi buruh/pekerja yang penting itu adalah upah rill, karena

%7 Gunawi Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja,
Armico, Bandung, 1983
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dengan upah itu harus mendapatkan cukup barang untuk memenuhi

kebutuhan hidup baik buruk/pekerjanya sendiri maupun keluarganya.

2. Dari sudut bentuknya, upah dibedakan antara upah berupa uang dan upah
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Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

4. Pengusaha yang mempekerjakan buruh/pekerja melebihi waktu kerja
wajib membayar upah lembur.

5. Pengusaha yang mempekerjakan buruh/pekerja melakukan pekerjaan pada

hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur.
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6. Pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum

provinsi/kota.

7. Upah tidak dibayarkan apabila buruh/pekerja tidak melakukan pekerjaan.

pemerintah adalah waktu kerja. Pada Peraturan Pemerintan Nomor 35 Tahun
2021 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan mengenai waktu kerja:
1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja;
2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

28



b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 minggu untuk
5 (lima) hari kerja dalam 1 (minggu).

Apabila buruh/pekerja bekerja melebihi waktu kerja yang telah diatur di
dalam undang-undang ketenagakerjaan,-~maka  pihak pengusaha wajib
memberikan upah lembur kepada buruh/pekerjanya. Mengenai waktu lembur
telah diatur dalam PP Nomer:35 Tahun:2021 pasal 26 yang menjelaskan:

1. Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1
(satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

2. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan
dan/atau hari libur resmi.

Dan apabila pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu
yang telah ditentukan oleh undang-undang maka, harus membayar upah kerja
lemburu Ketentuan upah lembur juga telah ditetapkan oleh keputusan Menteri.
Mengenai hal ini telah diatur didalam pasal 27 PP Nomor 35 tahun 2021
tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa: pengusaha yang
mempekerjakan buruh/pekerja._melebihi.waktu kerja sebagaimana dimaksud
dalam pasal 21 ayat (2), wajib membayar Upah Kerja Lembur.

Secara umum pengertian upah kerja lembur adalah upah atau imbalan
berupa uang yang diberikan oleh pengusaha kepada buruh/pekerja sebagai
bentuk kompensasi yang telah bekerja melebihi waktu yang telah diatur oleh
undang- undang. Sedangkan PP No.35 Tahun 2021 Tentang Ketenagakerjaan

pasal 1 ayat (8) pengertian upah kerja lembur adalah upah yang dibayarkan
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kepada buruh/pekerja yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja
lembur.

Keputusan Menteri yang dimaksud adalah Kepmenakertrans Nomor: KEP.

n. 40 (empat

faktor yang

Kuat lemah suatu organisasi serikat pekerja dalam melakukan tawar
menawar juga akan mempengaruhi tinggi rendahnya upah.

3. Produktivitas

28 \Wayan Nedeng, Outsourcing dan PKWT, Pt. Lembangtek, Jakarta, 2003
29 Soedarjadi. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2008
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Upah merupakan bentuk imbalan dari hasil prestasi atau usaha pekerja,

semakin tinggi prestasi atau usaha yang dilakukan maka semakin tinggi

upah yang diberikan oleh pengusaha.

4.
nya upah,
kan tinggi
Jug; akan kecil
5.
enai upah juga
pah minimum
dapat berbagai
sistem up
1. Sistem

bekerja mingguan diberikan upah mingguan dan untuk setiap bulan
diberikan upah bulanan.

2. Sistem Upah Potongan
Sistem upah potong ini digunakan sebagai pengganti sistem upah jangka

waktu yang artinya bilamana buruh/pekerja bekerja tidak sesuai atau hasil

** Maimun, Hukum Keternagakerjaan Suatu Pengantar, Paradinya Paramita, Jakarta,2007

31



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

pekerjaan tidak memuaskan dengan pekerjaan yang diperjanjikan maka

sistem ini dapat digunakan. Karena upah ini hanya dapat ditetapkan jika

hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu, misalnya jumlah

turun mengikuti harga penjualan hasil barang yang dilakukan oleh

perusahaan.

. Upah yang naik turunnya mengikuti angka indeks biaya kehidupan,

disebut sebagai upah indeks. Naik turunnya upah ini tidak mempengaruhi

nilai rill dari upah.
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6. Sistem Pembagian Keuntungan

Disamping upah yang diterima oleh buruh/pekerja dari waktu ke waktu.

Apabila dalam penutupan buku diakhir tahun perusahaan mendapatkan

uang sacara khusus diatur dalam Pasal 1313 hingga 1351 KUHPerdata®
Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah N0.36 Tahun 2021 ialah:
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha

atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para

pihak

3! Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, PT. Indeks, Jakarta, 2011, HIm. 29
¥ Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvulled Recht) Dalam Hukum Perdata,
PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007, him 247
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Dalam Pasal 1 ayat 14 Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakrrjaan, perjanjian kerja adalah antara pekerja/buruh dengan

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syaratkerja, hak dan

dinamakan

2

am w
o
w‘l

A M)

<
<®

dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu
atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara (Pasal 1 angak 1

Keputusan ~ Menteri  Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  No.KEP

** Himpunan Perundang- Undangan Ketenagakerjaan, Jakarat, 2009

** Falentino Tampongangoy, Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia,
Jurnal HukumVol. 1N0.01Tahun2003

* Sedjun H Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,
2005
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100/MEN/V1/2004 tentang Kentetuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Kerja

Waktu Tertentu).

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu maksudnya dalam perjanjian telah

pekerja maupun pihak pengusaha memperoleh perlindungan hukum yang
sama dalam melaksanakan hubungan kerja yang berdasarkan perjanjian kerja
waktu tertentu. PKWT masih memberi dampak negatif bagi pekerja meski
telah diatur dalam undang-undang, yaitu perusahaan/pengusaha bisa

melakukan kontrak kerja melebihi batas waktu yang diatur undang-undang.
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Dalam prakteknya suatu perusahaan bisa melakukan kontrak

berkepanjangan melebihi batas waktu yang sudah diatur dalam undang-

undang. Salah satu alasan perusahaan enggan menetapkan pekerja/buruh

masa waktu

kerja kontrak

tenaga kerja sampai batas jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja®’
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa

perjanjian kontrak kerja untuk pekerja PKWT dapat diperpanjang atau

%8 Asri wijayanti, Kedudukan Hukum Nokep 883-Dir/Kps/10/2012 Sebagai Dasar Pemberian Hak
Pensiun Bagi Pekerja Pt Bri PerseroTbk ,Jurnal Hukum, VVol.19No.2 Tahun 2014

%7 Sudibyo Aji Narendra Buwana & Mario Septian Adi Putra, Implementasi Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT X Di
Kota Malang, Jurnal Studi Manajemen, Vol.9 No.2Tahun2015
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diperbaharui, akan tetapi ada batas waktunya. Menurut Pasal 56 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jangka waktu atau

selesainya suatu pekerjaan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.

pekerja dan
skriminasi.

yang dapat
ran kelompok,
ILO Nomor

yang bersifat

akan sulit
pekerja selaku sumber daya manusia terjadi ketidak seimbangan. Dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perbandingan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 dan perbandingan PP Nomor 35 Tahun 2021
terdapat perubahan obyek PKWT mengenai batas waktu masa kerja

yang dijelasakan dalam tabel 11.1 di bawah ini:

% Asri Wijayanti, Menuju Sistem hukum perburuhan Indonesia yang berkeadilan, Jurnal Hukum,
Vol.5No3Tahun2012.
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Tabel 11.2

Batas Waktu Masa Kerja Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Objek PKWT
UU No. 13 Tahun2003 | UU No. 11 Tahun 2020 +. PP No. 35 Tahun 2021
Pasal 59 Pasal 59 Pasal 5

a.Perjanjian - Kkerja a.Perjanjian kerja a.PKWT
waktu tertentu waktu tertentu hanya berdasarkan jangka
hanya dapat dibuat dapat dibuat untuk waktu sebagaimana
untuk pekerjaan pekerjaan../ tertentu dimaksud dalam
tertentu yang yang menurut jenis pasal. 4 ayat (1)
menurut jenis dan dan sifat atau huruf a dibuat untuk
sifat atau kegiatan kegiatan pekerjaan tertentu:
pekerjaannya akan pekerjaannya  akan

selesai dalam waktu
tertentu, yaitu:

selesai dalam waktu
tertentu, yaitu:

b. pekerjaan yang
diperkirakan
penyelesaiaannya
dalam waktu yang
tidak terlalu lama dan
paling lama 3 (tiga)
tahun;

b. pekerjaan yang
diperkirakan
penyelesaiaannya
dalam waktu yang
tidak terlalu lama;

b. pekerjaan yang
bersifat musiman;
atau

c. Pekerjaan yang
bersifat musiman;
atau

¢, Pekerjaan yang

bersifat musiman;
atau

C. pekerjaan yang
berhubunngan
dengan produk baru,
kegiatan baru, atau
produk tambahan
yang masih dalam
percobaan atau
penjajakan;

d. pekerjaan yang
berhubunngan dengan
produk baru, kegiatan
baru, atau produk
tambahan yang masih
dalam percobaan atau
penjajakan;

d. pekerjaan yang

berhubunngan
dengan produk baru,
kegiatan baru, atau
produk tambahan
yang masih dalam
percobaan atau
penjajakan;

e. pekerjaan yang jenis
dan sifat atau
kegiataannya bersifat
tidak tetap;

(7) perjanjian kerja
waktu tertentu yang

(3) Perjanjian kerja
untuk waktu tertentu

Pasal 10 ayat (4).
Daalam hal
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tidak memenuhi
ketentuan
sebagaimana

yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

Pekerja/Buruh bekerja
21 (dua puluh satu) hari
atau lebih maka

dimaksud dalam ayat | dan ayat (2) demi
(1), ayat (2), ayat (4) hokum menjadi
perkanjlan kerja wak

Perjanjian Kerja harian
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi

erten berlaku dan

TS % :

. ﬁ RSTTAS 'SMM;?

Kerja ntara

aan yang jenis dan sifatnya

tidak tetap. Aturan yang ada dalam pasal tersebut menimbulkan
multitafsir karena tidak ada batasan yang jelas mengenai bserapa lama
pengusaha dapat melakukan PKWT. Selanjutnya dalam Pasal 8
ditegaskan mengenai batas waktu masa kerja PKWT. Pasal 8

menyebutkan bahwa PKWT dapat dilakukan maksimal 5 (lima) tahun.
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Apabila pekerjaan belum selesai sampai batas waktu akan
berakhirnya PKWT maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT sesuai

kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian kerja sampai selesainya

kerja perpanjangan

dengan

keuntungan

uh selama 5

anay

celah bagi

u lebih dari 5

ARNWAEY

lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka PKWT berubah
menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang diatur
dalam Pasal 10 ayat (4) PP No 35 Tahun 2021.

PKWTT dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 dapat terjadi apabila masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun.

Sedangkan dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun
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2020 diatur bahwa PKWT dapat berubah menjadi PKWTT apabila
masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun.

Sementara itu pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.

Istirahat, dan PHK

‘%
?IJH“‘ .Q ENgan masa

aturan idak dapat diterapkan | e ertentangan  dengan

Pasal 8 > 5 Tentang PKWT, Alih

1. Pekerja yang sekali selesai atau sifatnya sementara.
Pola hubungan kerja dengan perjanjian Kkerja waktu tertentu dapat
dilakukan untuk pekerja yang didasarkan atas selesainya pekerja tertentu

untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam hal pekerjaan tertentu yang

% Fithriatus Shalihah,”Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan
Kerja Di Indonesia”, Jurnal Selat. Vol. 4 No. 1, Oktober 2003, him 75
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diperjanjikan berakhir maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut putus

demi hukum.

2. Bersifat musiman

atau “dienstverhouding” yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang
satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh

yang lain.
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C. Tinjaun Umum Tentang Ketenagakerjaan
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/ jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

orang akukan pe C ang dan/ jasa,

kebutuh s i ats ‘; r ':— . ari pe an tersebut, level

dan sesudah masa Kerja.
Ketenagakerjaan ini  melingkupi semua hal yang terkait dengan
ketenagakerjaan. Semua hal yang dimaksud di sini adalah sebelum orang
bekerja, selama atau ketika orang sedang aktif bekerja, dan sesudah orang

bekerja. Sesudah orang bekerja dalam hal ini bukan setelah dia pulang dari

tempat kerja tetapi setelah bekerja dinyatakan pensiun.

*° Dalinama Telaumbanua, Hukum Ketenagakerjaan, Deepublish, Yogyakarta, 2019, him. 3
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Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan yaitu Pembangunan Ketenagakerajaan berlandaskan

Pancasilla dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

4
Berdasarkan keten -.‘ g dang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan ditetapkan perencanaan tenaga kerja dan informasi
ketenagakerjaan yaitu:
1. Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan

kebijakan dan penyusunan perencanaan tenaga kerja

2. Perencanaan tenaga kerja meliputi:

* Devi Rahayu, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan, scopindo Media Pustaka, Surabaya,
2019,him. 10
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a. Perencanaan tenaga kerja makro, dan
b. Perencanaan tenaga kerja mikro.

3. Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program

pemerintah

n.ayat (1).

tenaga kerja
tenaga kerja,

erja. Peraturan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor E4 Tahun 1970 Tentang
Pengerahan Tenaga Kerja

2. Saya selama bekerja (Daring Employment), masa ini merupakan substansi

dari hukum ketenagakerjaan, karena banyak aspek aspek yang terjadi

sehingga lebih banyak peraturan di bidang ketenagakerjaan yang mengatur
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selama masa hubungan kerja berlangsung. Peraturan yang mengatur hal
tersebut antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

QQ‘

. Undang-Undang

Perselisihan Hubungan Industrial
c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

d. Undang-UndangNomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pension
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e. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pension

Pemberi Kerja*

b. Sebelah Selatan berabatasan dengan Kecamatan Enok.

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Reteh.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Keritang.**
Tandan Buah Segar (TBS) diolah di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk

diambil minyak dan intinya. Minyak dan inti yang dihasilkan dari PKS

* Sonny Taufan & Swisca Yolanda, Ketenagakerjaan Di Indonesia, CV Rasi Terbit, Bandung,
2015, HIm. 8-10
i https://id.scribd.com/document/533660152/1468-Article-Text-2649-1-10-20210126
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merupakan produk setengah jadi. Minyak mentah atau Minyak Kelapa Sawit

atau Crude Palm Qil (MKS atau CPO) dan Inti Kelapa Sawit atau Palm Kernel

(IKS atau PK) harus diolah lebih lanjut untuk dijadikan produk jadi lainnya.

PT. BPLP menyusun suatu struktur organisasi perusahaan sebagaimana

pada gambar 11.1 dibawah ini:

* https://accurate.id/marketing-manajemen/struktur-organisasi/, diakses pada hari sabtu, 20
November
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Gambar I1. 1 Struktur Organisasi

Estase Manager

Kepala Unit
Pengamanan
(Kanitpam)

penanaman ulang serta
pemeliharannya.

b) Pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perusahaan.

c) Pelaksanaan panen dan pengelohan hasil.

d) Penerimaan karyawan sesuai ketentuan serta pemeliharaan

hubungan  perburuhan  dengan  para  karyawan  dan

* http://repository.uin-suska.ac.id/4409/5/BAB%201V%282%29.pdf, diakses pada hari Senin, 22
November
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menyelenggarakan seluruh administrasi karyawan dibawah
pimpinan.

b. Melakasakan Pengedalian dan Pengawasan dan laporan — laporan

engenai kegiatan unit

S o 1
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masyarakat petani perkebunan didesa maupun di Afdeling.
c. Bertanggung jawab lansung kepada manajer, seusai ruangan lingkup
tugas yang telah ditetapkan.
3. Asisten di bagian Tanaman mempunyai tugas dan fungsinya antara lain:
a. Melaksanakan dan menjalankan kebijakan Direksi/Manajer/Asisten

teknis tanaman dan seluruh kegiatan Afdeling.
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b. Membuat rencana pelaksanaan kerja mengenai segala kegiatan yang

berlangsung di Afdeling, meliputi kultur teknis tanaman, produksi dan

lain-lain.

setiap perbengkelan perusahaan.

c. Membantu asisten kepala untuk melaksanakan fungsi pengangkutan
(transportasi) bahan dari kebun ke pabrik dan dari pabrik ke gudang
penyimpanan sebelum minyak sawit dan inti sawit siap dipasarkan.

d. Membantu asisten kepala untuk melaksanakan fungsi pengolahan

bahan baku tandan buah segar menjadi minyak sawit dan inti sawit.
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Membantu asisten kepala untuk melaksanakan fungsi keamanan dan

penjagaan material dan peralatan pabrik untuk dapat terhindar dari

kerusakan dan kehilangan/kecurian.

aga kerja sesuai

ditetapkan.

berusaha untuk

dapat terpelihara dengan baik.
Menyediakan ~ dana  yang  dibutuhkan  perusahaan  serta
mengeluarkannya sesuai dengan permintaan setelah mendapatkan

persetujuan dari manajer.
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g. Membuat daftar upah dan gaji untuk setiap bagian atau Afdeling agar

setiap orang dapat menerima upah dan gaji sesuai dengan waktu

danhasil kerjanya.

anggaran, serta
na menghindari

aan dana dari

Membina hubungan kerjasama dengan Afdeling secara baik dan teratur
dalam memperlancar kegiatan administrasi perusahaan secara
keseluruhan.

6. Kepala gudang, mempunyai tugas dan fungsinya antara lain:

a. Menjaga dan mensupply segala keperluan operasional perusahaan.
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b. Mengawasi dan menjaga keamanan harta kekayaan perusahaan yang
tersimpan di gudang, baik yang telah digunakan maupun yang belum.

c. Melaporkan hasil kerjanya kapada kepala bagian tata usaha.

et
I=4
o
[

b X €

kurang disiplin dalam melaksanakan pekerjaan lapangan.

e. Memberikan/menyampaikan setiap informasi yang datang dari asisten
kepada karyawan lapangan secara jelas.

f. Mempertanggung jawabkan semua pekerjaan yang berada dibawah

pengawasannya kepada asisten.

54



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

‘“41
ani 4
\ 7

peryar
,ﬂ'
ela
P
W

11. Kepala

antara lain:

g. Mengawasi pemeliharaan tanaman, pelaksanaan panen, serta

melaksanakan perhitungan kerapatan buah setiap hari serta mengawasi

kualitas dan kuantitas pekerjaan pemanenan.

g
%

SN

<@
<>
LT
=

a. Menyusun jadwa a da gamanan bersama-sama dengan

asisten umum.

. Menetapkan personil yang akan melaksanakan tugas pengamanan

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Memberikan laporan mengenai jumlah orang yang sedang

melaksanakan tugas pengamanan kepada asisten umum.

. Mengawasi personil yang sedang melaksanakan tugas pengamanan.
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. Melaporkan setiap kegiatan pengamanan yang telah dilakukan kepada

asisten umum tentang peristiwa yang terjadi dilapangan menurut skala

waktu yang telah ditentukan.
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BAB Il1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 pah pekerja waktu
pat )
fah
ot

bty

macam, yaitu :
a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk
penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja

di luar kehendaknya.

*® Andi Fariana, Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan, Mitra
Wacana Media, Jakarta, 2012, him 31
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b. Perlindungan sosial, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk
jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak

untuk berorganisasi.

erja dalam bentuk

“Vapngae® 'o.‘
s
7.

gay perjanjian
dang- Undang

(tidak boleh)
perjanjian terdapat
tertentu tersebut

ada (batal demi

tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan nya akan selesai

dalam waktu tertentu, yaitu:

a. Dan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.

*" Imam Soepomo, Hukum Perburuhan dalam Bidang hungan kerja, Djambatan, Jakarta,
19787,hal.51

*® Lidia Febrianti, dkk., Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Than 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal
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b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu

lama dan paling lama tiga tahun.

c. Pekerjaan yang bersifat musiman.

perjanjian, beliau menjelaskan bahwa sebelum melakukan perjanjian kerja
pengusaha harus memberikan arahan dan melampirkan kepada pekerja
tentang berapa besaran upah pekerja dan jam Kkerja, sebelum pekerja

melakukan perjanjian.

* Husni Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada,
Jakarta,2003,hal.53

> Wawacara dengan Tina indra Lubis, Kasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Inhil, Hari
Jum’at, 19 November,2021, bertempat Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Inhil
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Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Herdianto
selaku Manager PT. BPLP, pada hari Senin, 22 November 2021°". Tentang

sebelum terjadi hubungan kerja antara pekerjan dengan PT. BPLP membuat

ianggap pihak

RN

ama dan pihak

akatan anatara

engusaha secara

bt S L U

uk waktu tidak

52 Menurut

atau kontrak dapat juga disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu

(PKWT), vaitu perjanjian kerja yang didasarkan suatu jangka waktu yang

> Wawancara dengan Herdianto, Manager PT. BPLP Desa Suhada, Kecamartan Enok,
Kabupaten Indragiri Hilir, Senin, 22 November,2021, bertempat di PT.BPLP

*2 Salim Hs, Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta,2004,
him 4
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diadakan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali

untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun .3

Menurut Pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

3

Pelaksa

aktu tertentu,
; 1

¥
W
-
-
-

1. Perj PKWT adalah

RRALNAtY

Iy

gusaha untuk

untuk pekerja

N
2
|-
<
)
=
@
o
=3
o
A
=
—
—

Pengusaha adalah:

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan
suatu perusahaan milik sendiri.

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

> https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-kerja-1/perjanjian-keria, diakses pada 19
November 2021
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c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

milik orang
baik milik

a/buruh dengan

pengurus dan

imbalan dalam

ketenagakerjaan dan menjadi bukti yang kuat apabila salah satu pihak
melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang ada di perjanjian kerja. PT.
BPLP adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan pengelolaan

CPO.
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Pada kontrak atau perjanjian kerja PKWT dianggap sah apabila memenuhi
ketentuan Pasal 1320 KHUPerdata, yang menyatakan bahwa sebuah

perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

disebutkan pada pasal 1330 KUHPerdata yang berbunyi “Yang tidak
termasuk cakap untuk membuat persetujuan adalah: 1. Anak yang belum
dewasa, 2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

a. Adanya suatu hal atau obyek yang di perjanjikan
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Yang dimaksud dengan adanya suatu hal yang diperjanjikan adalah

bahwasanya suatu kontrak haruslah dengan hal tertentu, jelas dan

dibenarkan oleh hukum.

Persentase

84%

10%

100%

Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir yaitu tertulis.
Sedangkan 10 % atau 8 orang mengatakan perjanjian kerja yang dibuat oleh
PT. BPLP Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir tidak
tertulis. Dari penjalasn diatas dapat disimpulkan bahwa banyak pekerja/buruh

yang mengetahui bahwa perjanjian kontrak kerja dibuat secara tertulis.
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Sedangkan ada beberapa pekerja/buruh yang dianggap tidak memahami isi

kontrak kerja.

Penulis juga menanyakan kepada Bapak herdianto, ** apakah perusahaan

memberikan j

kep
Pasa
pihak
angka

kedua

Tangga

Enok, Kab

No

€

1

2

ly

Sumber Data:

Dari

tabel

jamin

@ngﬁ'ﬁﬁﬁ& mmﬁ;,p%

I

n kecelakaan kerja

LP dalam
ikutsertakan

Dan Pasal 6

sehatan pihak

Kecamatan

Kerja Antara

Persentase

30%

70%

100%

ahwa 70% atau 35 orang

pekerja/buruh mengatakan bahwa Jaminan Kesehatan yang di buat oleh PT.

BPLP Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sudah

mendapatkan jaminan. Sedangkan 30% atau 15 orang mengatakan jaminan

Kesehatan yang dibuat oleh PT. BPLP Desa Suhada, Kecamatan Enok,

>* Wawancara dengan Herdianto, Manager PT. BPLP Desa Suhada, Kecamartan Enok,

Kabupaten Indragiri Hilir, Senin, 22 November,2021, bertempat di PT.BPLP
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Kabupaten Indragiri Hilir tidak mendapatkan. Dari penjelasan diatas dapat
disimpulkan bahwa banyak pekerja/buruh yang mendapatkan jaminan

kesehatan. Sedangkan ada 15 pekerja/buruh yang tidak mendapatkan jaminan

i

A LT\

tau 37 orang

1i buat oleh PT.

EeAtAy

ilir yaitu sudah

kecelakaan. Sedangkan ada puruh yang tidak mendapatkan jaminan
kecelakaan.

Dalam pasal 86 ayat 1 Undang- Undang No. 13 tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan “ setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :

e. keselamatan dan kesehatan kerja

f. moral dan kesusilaan dan
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g. perlakuan yang sesauai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai”

Adapun bentuk tanggung jawab yang dilakukan PT. BPLP Desa Suhada,

Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
Pengertian jaminan sosial dapat diartikan secara luasa dan sempit. Dalam
pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang
dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha-usaha

tersebut oleh Kartonegoro dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
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a. Usaha- usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-
usaha dibidang Kesehatan, keagaaman, Pendidikan bantuan hukum, dan

lain-lain yang dapat dikelompookan dalam pelayanan sosial (Social

perusahaan meng Qe d am program Jamsostek
untuk menjamin keseja ‘ 2 b di PT. BPLP, Sesuai dengan
surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Berdasarkan usaha usaha di atas maka secara luas pengertian jaminan
sosial dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
ketentuan- ketentuan pokok jamina sosial, Pasal 2 Ayat (4) berbunyi: “dan
sosial sebagai perwujudan sekuritas sosial adalah seluruh sistem sosial

perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang
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diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau dekat guna memelihara jaminan
sosial”.

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional,

adalah “itu bentuk

memenuhi

dang-Undang
diselnggarakan
da perusahaan
embayar upah
sebulan  wajib
berupa jaminan

dan jaminan

Sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk satuan berupa uang sebagai pengganti Sebagian dari penghasilan yang
hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan
yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil dan

persalinan, hari tua dan meninggal dunia

69



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Permainan sosial tenaga kerja ini setiap pekerja akan dikenakan
pemotongan dari gaji yang diberikan PT.BPLP telah mengikut sertakan

pekerja/buruh dalam program Jamsostek sesuai dengan ketentuan PP No. 14

dari perusaha ) e 3 an ke erja, mengingat

lemahnya pos te i tidak di deskriminasi.

kerja®®
selanjutnya penulis menanyakan kepada ibu Tina indra Lubis®, apakah
setiap perusahaan harus memberikan upah sesuai dengan UMK yang telah

ditetapkan oleh pemerintah, beliau menjelaskan perushaan harus mengikuti

>> Wawacara dengan Sukardi, pekerja/buruh PT. BPLP, Hari Senin, 22 Novmber,2021, bertempat
PT. BPLP

*® Wawacara dengan Tina indra Lubis, Kasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Inhil, Hari
Jum’at, 19 November,2021, bertempat Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Inhil
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UMK vyang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena menjadikan patokan
terendah standar upah menurut aturan. Dan beliau juga menjelaskan UMK

untuk O sampai dibawah 1 tahun diatas 1 tahun berlakunya skala upah

pembing

standar

* Wawancara dengan Herdianto, Manager PT. BPLP Desa Suhada, Kecamartan Enok,
Kabupaten Indragiri Hilir, Senin, 22 November,2021, bertempat di PT.BPLP
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Tabel 111.4

Tanggapan Pekerja/Buruh PKWT PT. BPLP Desa Suhada, Kecamatan

Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Upah sesuai UMK Antara

Hilir, Pada hari Senin, 22 November 2021, mengatakan bahwa “Upah yang
diberikan perusahaan tidak mencukupi kebutuhan hidup layak kami selaku
pekerja/buruh, dimana didalam upah tersebut sudah mencakup uang lembur

kami selaku peker; a/buruh”.>®

*¥ \Wawacara dengan Sukardi, pekerja/buruh PT. BPLP, Hari Senin, 22 Novmber,2021, bertempat
PT. BPLP
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Wahyu Susanto
selaku pekerja/buruh PT. BPLP Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten

Indragiri Hilir, Pada Hari Senin, 22 November 2021, mengatakan bahwa

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan dalam pasal 90 Ayat (1) dikatakan bahwa “pengusaha
dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana

dimaksud dalam pasal 89”.

> Wawacara dengan Wahyu Susanto, pekerja/buruh PT. BPLP, Hari Senin, 22 November,2021,
bertempat PT BPLP
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Berdasarkan wawncara yang dilakukan penulis dengan Rusnaidi selaku
Pekerja/Buruh PT BPLP INHI, Pada Senin, 22 November 2021, mengatakan

bahwa “selaku pekerja kami hanya bisa menuruti aturan yang telah

oupaten Indragiri

pah minimum

beberapa dari
Enok, Kabupaten

um Kabupaten

kuesioner | ngetahui  atau  tidaknya
pupaten Indragiri  Hilir,
Mengetahui Besar Upah

Minimum.

% Wawacara dengan Rusnaidi, pekerja/buruh PT. BPLP, Hari Senin, 22 November,2021,
bertempat PT. BPLP
®! Wawacara dengan Rusnaidi, pekerja/buruh PT. BPLP, Hari Senin, 22 November,2021,
bertempat PT. BPLP
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Tabel 111.5

Jawaban Pekerja/Buruh PT. BPLP Desa Suhada, Kecamatan Enok,

Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Mengetahui Besar Upah Minimum

Pekerja/Buruh PKWT

No Jawaban Responden Jumlah Persentase
1 | Mengetahui 8 16%
2 | Tidak Mengetahui 42 84%
Jumlah 50 100%

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2021
Dari table 111.6 diatas dapat dilihat bahwa 16 % atau 8 orang pekerja/buruh

mengetahui hak-hak menurut Undang-Undang yang seharusnya diterima oleh
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pekerja/buruh. Sedangkan 84% atau 42 orang pekerja/ buruh mengetahui hak-

hak menurut Undang-Undang yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak-hak pekerja/buruh

berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang telah diatur dalam perjanjian kerjabersama”.
Pasal 86 Ayat (1) setiap pekera/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja, moral kesusialaan, dan
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai

agama. Bab X bagian kedua tentang pengupahan Pasal 88 Ayat (1) “setiap
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pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusian. Pasal 99 Ayat (1) “setiap tenaga kerja dan

keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.

seringkali terjadi pemotongan upah yang tidak jelas dan makin mengurangi

tingkat kesejahteraanya. Berdasarkan banyak nya kekurangan yang dimiliki

sistem PKWT ini.

77



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Tabel 111.7
Jawaban Pekerja/Buruh PT. BPLP Desa Suhada, Kecamatan Enok,

Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Kertelambatan Pembayaran Upah

memberikan upah lembur, tungan hari raya dan izin cuti kepada pekerja,

beliau menjelaskan ada, memberikan upah di hari besar seperti upah lembur
dan tunjangan hari raya, yang terdapat dipasal 5 dan 6 dikontrak perjanjian

kerja PT.BPLP.

®2 Wawancara dengan Herdianto, Manager PT. BPLP Desa Suhada, Kecamartan Enok,
Kabupaten Indragiri Hilir, Senin, 22 November,2021, bertempat di PT.BPLP
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Tabel 111.8

Jawaban Pekerja/Buruh PT. BPLP Desa Suhada, Kecamatan Enok,

aya Pekerja/Buruh

unjangan Hari
paten Indragiri

k pekerja/buruh

Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Upah Lembur Pekerja/Buruh

No Jawaban Responden Jumlah Persentase
1 | Diberikan 32 64%
2 | Tidak diberikan 12 24%
3 | Diberikan tapi tidak 6 12%
sepenuhnya
Jumlah 50 100%

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2021

79



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dari tabel [11.9 diatas dapat dilihat bahwa 64% atau 32 orang
pekerja/buruh mengatakan bahwa upah lembur oleh PT. BPLP Desa Suhada,

Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir yaitu diberikan. Sedangkan 24%

Persentase
1 62%
2 38%
100%

pekerja/buruh mengatakan bahwa izin cuti olen PT. BPLP Desa Suhada,
Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir yaitu diberikan. Sedangkan 19%
atau 38 orang mengatakan Tidak diberikan izin cuti Raya oleh PT. BPLP
Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir . Dari penjelasan
diatas dapat disimpulkan bahwa banyak pekerja/buruh mendapatkan izin cuti.

Sedangkan ada beberapa pekerja/buruh tidak mendapatkan izin cuti.
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B. Hambatan-Hambatan dalam perlindungan hukum terhadapa

tenagakerja oleh PT. BPLP sebagai perusahaan dalam memberikan

menjelaskaan masih banyak pekerja yang kurang memahami isi kontrak kerja,

masih banyak pekerja yang datangnya tidak sesuai waktu jam operasional.

® Wawancara dengan Herdianto, Manager PT. BPLP Desa Suhada, Kecamartan Enok,
Kabupaten Indragiri Hilir, Senin, 22 November,2021, bertempat di PT.BPLP
* Wawancara dengan Herdianto, Manager PT. BPLP Desa Suhada, Kecamartan Enok,
Kabupaten Indragiri Hilir, Senin, 22 November,2021, bertempat di PT.BPLP
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Kendala-kendala yang terdapat dalam pemberian perlindungan terhadap
pekerja/buruh yang bekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT) antara lain adalah :

\

perlindunga peraturan yang

ada teruta waktu tertentu

(PKWT),

ARALNANAL

3
@D
=
c
<.
oy
QD
5
R
Q)
=
QD
Py
=
c
—
@D
=
—+
@
>
—
c

dimana dala

(PKWT). Ter. vagai dampak dari
lemahnya atura 0& ontrak kerja dimana
dalam kontrak kerja tida aan apa yang dilakukan,

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi PT. BPLP adalah sebagai berikut:
1. Penempatan Posisi Pekerja PKWT
a. Pekerjaan Utama.
1) Area/Mesin utama
Pekerja PKWT dapat ditempatkan pada Area/Mesin utama dengan melihat

terlebih dahulu perkembangan kemampuan pekerja dalam kurun waktu
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ISJIAIU

nery we[sy sej

tertentu, dan berdasarkan prestasi kerja serta kebutuhan perusahaan atas

prinsip senioritas.

(SKi
:V’
ad

/

Pekerja dengan status PKWT dapat di perpanjangan masa perjanjian apabila
pada evaluasi waktu tertentu ketika akan berakhir, dan dalam hasil evaluasi
tersebut pekerja dianggap baik menurut kinerja pekerjaannya, sehingga dapat
diperpanjang waktu perjanjian apabila masih memungkinkan diperpanjang

menurut aturan perundangan.
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

2) Karena Kasus tertentu

Pekerja dengan status PKWT dapat berakhir masa perjanjian pada saat

kapan saja walupun masa waktu perjanjian belum berakhir. Hal tersebut

dianggap

3) Kare
Pekerja. de : rjanjian pada saat
kapan saja Upun masa We : apabila pekerja

ena suatu hal

seperti yang telah tercantum pada pasal perjanjian PKWT yang berbunyi : “
Pihak Kedua dengan ini menyatakan sanggup dan cakap untuk melakukan
kewajiban-kewajiban sebagaimaa tercantum dalam jabatan dan Pihak Kedua
akan memperoleh imbalan/ jasa/ kompensasi yang diberikan oleh Pihak
Pertama”.

2) Tunjangan Transport.
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Tunjangan yang diberikan setiap bulan. Tunjangan ini tidak dapat
dikurangi apabila tidak masuk kerja atau ditambah jika masuk pada hari

kerja lembur.

1)
ketentuan
payar sebesar
ai dengan jam
n berdasarkan
dan princianya
2)

c. Tunjangan Hari Raya

1) Besaran tunjangan adalah 1 (satu) kali gaji pokok ditambah tunjangan
tetap dan diberikan untuk pekerja dengan masa kerja sama dengan atau
lebih dari 1(satu tahun).

2) Pekerja dengan masa kerja kurang dai 1 (satu) tahun akan diberikan

tunjangan secara proporsional sebagai berikut:
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Masa kerja x upah pokok

12 bulan

3) Pembayaran tunjangan hari raya tersebut dipotong pajak sesuai dengan

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1(satu) tahun 12 (dua belas)
bulan secara terus menerus, berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 (dua
belas) hari kerja yang dapat diambil pada bulan 13 (tiga belas).
Pelaksanaan cuti tahunan dapat dilakukan/dibagi dalam dua tahap yaitu:

1) Tahap Pertama:
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Cuti tersebut diatur perusahaan dalam rangka memperingati/ merayakan
hari besar keagamaan sebanyak 6 (enam) hari kerja.

2) Tahap Kedua:

do ara berangsur-angsur
TEESS M 'g%

oFi : M nya berhak

bl

sa perjanjian
an, antara lain

kondisi dan

Dalam hal penegakan hukum terhadap perusahaan yang menggunakan
sistem PKWT, pengawas ketenagakerjaan merupakan pihak yang
seharusnya melakukan antisipasi dalam penyalahan sistem kontrak yang
berlaku, baik itu ditingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Ada
maupun tanpa pengaduan dari pekerja/buruh pengawas ketenagakerjaan

tetap bertugas mengawasi perusahan-perusahaan yang ada, namun
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faktanya pengawas ketenagakerjaan kurang menjalankan proses

pengawasannya sehingga masih ada perusahaan yang belum menjalankan

sistem PKWT dengan sebagaimana semestinya.

apakah Dinas
ada melakukan

ada melakukan

bagaimana perusahaan menghadapi hambatan-hambatan tersebut, beliau
menjelaskan PUK akan menjelaskan kepada pekerja tentang perusahaan,

dari upah, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, dan BPJS

® Wawacara dengan Tina indra Lubis, Kasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Inhil, Hari
Jum’at, 19 November,2021, bertempat Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Inhil

® Wawancara dengan Herdianto, Manager PT. BPLP Desa Suhada, Kecamartan Enok,
Kabupaten Indragiri Hilir, Senin, 22 November,2021, bertempat di PT.BPLP
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Melihat banyaknya hambatan yang dihadapi, tentu dibutuhkan suatu

upaya dan solusi yang tegas agar dapat melaksanakan tanggung jawab

perusahaan PKWT terhadap pekerja/buruh, yaitu:

)

WT, dapat

£

embutuhkan

hal-hal yang

ARt

. Apabila dalam waktu tertentu, karyawan sudah tidak produktif

dikarenakan buruknya kedisplinan karyawan dan perilaku buruk karyawan
yang merugikan perusahaan, maka karyawan tersebut tidak akan

diperpanjang masa perjanjian kerjanya (batal demi hukum)
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b. Apabila karyawan kontrak mengundurkan diri secara mendadak tanpa
merugikan perusahaan, perusahaan tidak akan menuntut apapun kecuali

mengembalikan apa yang menjadi milik perusahaan, namun apabila

ngan Kkerja sepihak

m\\\‘ .@ s

1. perjanjian

D
ie]
@D
[
a}]
>
—
D
>

c. Apa . a.telah melakukan
dapat melakukan
aran karyawan

pihak serikat

lebih ketat, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang sudah dianggap biasa
oleh perusahaan ini tidak menjadi kebiasaan bagi perusahaan. Karena
apabila pelanggaran-pelanggaran ini dibiarkan akan lebih sulit lagi

mengatasinya.
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Penulis juga menanyakan kepada bapak Herdianto®”. Apa yang dilakukan
perusahaan jika pekerja menuntut hak-hak yang tidak diberikan sesuai dengan

yang diperjanjikan, beliau menjawab apabila hak-hak tidak diberikan terjadi

maka pihak pertama

\\\‘ ..

serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (pasal 1 angka 11 dan 12
UU 2/2004).

Menurut peneliti, dengan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh
PKWT membuat pekerja/buruh harusnya memiliki kedudukan, hak, kewajiban

dan peran yang sama dalam menjalankan pekerjaanya, apabila tidak

® Wawancara dengan Herdianto, Manager PT. BPLP Desa Suhada, Kecamartan Enok,

Kabupaten Indragiri Hilir, Senin, 22 November,2021, bertempat di PT.BPLP
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terpenuhinya hak dan kewajiban maka akan menimbulkan adanya terjadinya

ketidakadilan. Ini dakarenkan pekerja/buruh PKWT sangat rentan terhadap

diskriminasi dan ketidakadilan. Untuk itu seharusnya hak pekerja/buruh

peranan serikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan hak anggotanya
sangat besar, sehingga pekerja/buruh telah banyak merasakan manfaat
organisasi  serikat pekerja/serikat buruh yang betul-betul mandiri
(independence) dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak buruh.
Umumnya pekerja secara individual berada dalam posisi lemah dalam

memperjuangkan hak-haknya, dengan menjadi anggota serikat.
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Namun masih ada beberapa peran serikat pekerja yang tidak terlalu
berperan, yaitu dalam melindungi dan memperjuangkan perbaikan upah serta

dalam melindungi pekerja terhadap ketidakadilan dan diskriminasi. Sebab

ekerja yaitu secara

elalui lembaga
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP
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. Saran

. Seharusnya bagi para pekerja/buruh yang akan memuat/mengadakan suatu

perjanjian/kontrak, hendaklah terlebih dahulu memahami dan mengerti
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